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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan  penelitian yang dilakukan  Tanggal 10 januari samapai 

dengan 10 Feburari di Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten 

Manggarai Barat dapat diambil  kesimpulan  Kinerja dari aparatur Desa untuk  

meningkatkan kualitas layanan publik studi tentang pembuatan Akte 

kelahiran, terdapat beberapa indikator dibawah ini : 

1. Kinerja aparatur Desa untuk  meningkatkan kualitas layanan publik (studi 

tentang persyaratan pembuatan Akte kelahiran sudah berkualitas, untuk 

mengukur kualitas pelayanan yaitu adanya rasa perhatian (emphaty), 

keandalan (reliabity), dan tanggung jawab (Accountability).  

Mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, sesuai dengan  

layanan, kesederhanaan, kejelesan prosedur, tepat waktu dan tidak 

dipungut biaya (gratis). Sedangkan untuk sikap aparaturnya yang 

mencakup kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan sudah menunjukan 

pelayanan yang maksimal. 

2. Faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur Pemerintah Desa 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik studi tentang persyaratan 

pembuatan Akte kelahiran pendukungnya yaitu finansial.  

Finansial merupakan pelayanan Akte kelahiran akan bisa meningkat 

kualitas layanan yang tepat sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan 

dalam segala kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan Akte kelahiran. 

penuh pembiayaan dari pemerintah dan dari berbagai sumber menjadi 
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pendorong yang besar bagi masyarakat Desa Warloka untuk meningkatkan 

pelayanan Akte kelahiran karena mendapat dana dari pemerintah. 

Sedangkan untuk  penghambatnya yaitu jarak yang jauh, kurangnya paham 

masyarakat Desa Warloka akan pentingnya pembuatan Akte kelahiran dan 

yang terakhir biaya yang mahal membuat mayarakat menunda-nunda 

dalam pembuatan Akte kelahiran.     

5.2 Saran 

Berdasarakan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

terkait kinerja aparatur Desa Warloka untuk menarik perhatian masyarakat 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Kepada masyarakat untuk dapat melengkapi seluruh dokumen 

kependudukan bayi mereka agar tidak mengalami keulitan untuk 

kedepannya. 

2. Kepada kepala Desa Warloka sebaiknya memebrikan pemahaman kepada 

masyarakat aan pentingnya Akte kelahiran. 

3.  Kepada Pemerintah Desa Warloka agar mengusulkan pembuatan Unit 

Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Akte kelahiran kepada pemerintah 

kepada Kecamatan. 
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UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
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UU No. 4 Tahun  2011  tentang Perda Kab.Manggarai Barat. 

 

UU No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak 
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